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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan
keseragaman dalam penyusunan rencana kegiatan
anggaran Organisasi Perangkat Daerah, perlu
ditetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun
Anggaran 2024;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Harga
Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024.

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 ,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
2828);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan



-2-

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor
06 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2022 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Selatan.

Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan.
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4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah wunsur penunjang Urusan
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Unit OPD adalah bagian OPD yang melaksanakan (satu)
atau beberapa Program.

8. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat
HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan
berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).

10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-satuan Kerja
Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana
Belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta
Rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 2

Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023
berlaku umum bagi seluruh OPD dilingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana

tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal 3

Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu pedoman
dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran

organisasi perangkat daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran
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2023 dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu

Selatan.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah :

a. Merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau
non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk
setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan
standar  barang, harga satuan barang dan
upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya.

b. Merupakan salah satu acuan dalam penyusunan
Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkata
Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah.

c. Merupakan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan yang
didalamnya belum termasuk pajak.

d. Merupakan Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas
tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam
pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata
dilapangan.

e. Merupakan standar penilaian kewajaran atas beban
kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan
suatu kegiatan Pemerintah Daerah.

f. Berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan biaya
perencanaan (OED Fisik) dan merupakan perhitungan
satuan pokok pekerjaan.

g. Merupakan salah satu pedoman untuk menentukan
dan menetapkan harga perkiraan sendiri/Owner
Estimate (HPS/OE).

h. Merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi

harga penawaran calon penyedia barang/jasa.



Pasal 5

(1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai
dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang
ada dipasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan
upah dan bahan yang berlaku dipasaran, berdasarkan
hasil survey dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang
membidangi barang/jasa.

(2) Dalam hal harga satuan wupah dan bahan yang
ditetapkan dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan ini lebih
tinggi dari harga yang ada dipasaran, maka harga yang
digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan
adalah Harga Satuan Upah dan bahan yang berlaku
dipasaran.

(3) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.
Pasal 6

Apabila terdapat perubahan harga barang/jasa yang
melampaui HSPK dan atau terdapat kegiatan baru yang
belum diatur dalam HSPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3), TAPD melakukan pengkajian untuk
penyetaraan kegiatan sesuai dengan formulasi HSPK yang

telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
Pasal 7

Penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu

Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI BENGKULU SELATAN
ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 62



